salinan

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 187/U/1998

TENTANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Meni nbang
a. bahwa perkenbangan masyarakat dewasa ini menuntut penilaian rmutu
perguruan tinggi dilaksanakan |ebih efisien dan efektif;
b. bahwa sehubungan dengan itu di pandang perlu nmeni ngkat kan peran,
tugas, fungsi, dan wewenang Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Ti nggi, dengan mengat ur kenbali Badan Akreditasi Nasional
Per guruan Ti nggi ;

Mengi ngat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Penerintah Nonor 30 Tahun 1990 yang tel ah di ubah dengan
Perat uran Penerintah Nonor 57 Tahun 1998;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nonor 44 Tahun 1974;
b. Nonor 61 Tahun 1998;
c. Nonor 122/ M Tahun 1998;

MEMUTUSKAN:

Menet apkan
KEPUTUSAN MENTERI PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLI K | NDONESI A TENTANG
BADAN AKREDI TASI NASI ONAL PERGURUAN TI NGG .

Pasal 1

(1) Untuk nel akukan pengawasan nmutu dan efisiensi perguruan tinggi
di bent uk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sel anjutnya
di sebut BAN- PT.

(2) BAN-PT nerupakan badan non struktural yang bersifat independen.

Pasal 2
BAN- PT bertugas mnel akukan penilai an secara berkal a terhadap kuri kul um
nmutu, jum ah tenaga kependi di kan, keadaan mahasi swa, pel aksanaan

pendi di kan, sarana dan prasarana, tatal aksana admini strasi akademi k,
kepegawai an, keuangan, dan kerumaht anggan perguruan tinggi

Pasal 3



Unt uk nel aksanakan tugas sebagai nana di naksud dal am Pasal 2,

BAN- PT nempunyai fungs

1. menyi apkan kel engkapan organi sasi untuk mnel aksanakan tugas BAN- PT.

2. merunuskan kebijakan teknis penilaian perguruan tinggi dan program
studi dal am rangka penetapan tingkat akreditasi;

3. nmenetapkan kriteria penilaian

4. nmengunpul kan data dan informasi untuk bahan penil ai an

5. mel akukan penil ai an mutu dan efisiensi perguruan tinggi secara
berkal a berdasarkan usul dari perguruan tinggi yang bersangkutan;

6. nenet apkan tingkat akreditasi dan nenerbitkan sertifikat;

7. mengununkan hasil akreditasi;

8. menberi kan rekomendasi mengenai | angkah-| angkah penbi naan
per guruan ti nggi

9. nmenbantu perguruan tinggi dal am nel aksanakan penilaian diri;

10. nel aporkan secara berkal a, senua kegi atan BAN- PT kepada Menteri.

Pasal 4

(1) Keanggotaan BAN-PT terdiri atas unsur-unsur
a. pemerintabh;
b. perguruan tinggi
c. masyar akat .

(2) Susunan keanggot aan BAN- PT adal ah sebagai beri kut
a. Ketua, nerangkap anggot a;
b. Sekretaris, nerangkap anggot a;
c. Anggota

Pasal 5
1). Anggota BAN- PT di angkat dan di berhenti kan ol eh Menteri
Pendi di kan dan Kebudayaan
2). Masa Kerja anggota BAN PT enpat tahun dan dapat d
per panj ang untuk satu kali masa jabatan
3). Tata kerja BAN-PT ditetapkan ol eh BAN-PT
Pasal 6
Dal am nel aksanakan tugasnya, BAN-PT di bantu ol eh Sekretari at
di tingkat Pusat dan satuan tugas di tingkat w layah dan/atau
kel ompok kerja yang bersifat khusus (ad hoc).
Pasal 7

BAN- PT nengadakan rapat secara berkal a sekurang-kurangnya 3
(tiga) kali dalam satu tahun.

Pasal 8
Bi aya yang di perl ukan untuk pel aksanaan Keputusan i ni di bebankan
pada anggaran Direktorat Jenderal Pendidi kan Ti nggi Departemnen

Pendi di kan dan Kebudayaan.

Pasal 9



Unt uk nmenbi ayai pel aksanaan tugasnya, BAN-PT nerintis dan nenber-
dayakan potensi nya dal am nenggali dana dari masyarakat yang sah dan
ti dak nengikat .

Pasal 10

Pada saat nul ai berl akunya Keputusan ini Keputusan Menteri Pendidi kan
dan Kebudayaan Nonor 0224/ U/ 1995 dan ketentuan | ain yang bertentangan
dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berl aku.

Pasal 11

Keputusan ini rmul ai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di t et apkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Agustus 1998

MENTERI PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN,

Ttd

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, MA.

SALI NAN Keput usan i ni di sanmpai kan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departenmen Pendi di kan dan Kebudayaan,

2. I nspektur Jenderal Departenen Pendi di kan dan Kebudayaan,

3. Direktur Jenderal Pendidi kan Tinggi Departenen Pendi di kan dan
Kebudayaan,

4. Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Pendidi kan
Ti nggi Departenen Pendi di kan dan Kebudayaan,

5. Direktur Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan
Ti nggi Departenen Pendi di kan dan Kebudayaan,

6. Senua Rektor Universitas/lInstitut, Ketua Sekol ah Tinggi di
I i ngkungan Departenen Pendi di kan dan Kebudayaan,

7. Semua Koordi nat or Koordi nasi Perguruan Tinggi Swasta,

8. Komisi VII DPR-RI.

Sal i nan sesuai dengan aslinya.

Bi ro Hukum dan Hubungan Masyar akat
Depart emen Pendi di kan dan Kebudayaan
Kepal a Bagi an Penyusunan Rancangan
Per at uran Perundang- undangan,

Musl i ko, S.H
Nl P : 131479478



